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8 A . Rerublik Indonesia Tahun 2004 Nomor

B - Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. #337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
ndang-Undang Nomor O (Lembaran Negara

[ambahan Lembaran

d &% Perzturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolann
- Ecuangan Daerah {Lembaran Negara Kd)uuhh Indonesia Tahun
2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

= Fer=turan Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
e “=Ccoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah
d terakhir dengan Peraturan Menterni Dalam

o = 011
©  Perzt_ran Daerah Kabupaten Padng Lawas Utara Nomor 8 Tahun
3 .2niang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Eabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011 Nomor 32,
Tambdzhan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
o

MEMUTUSKAN :

= PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
8 Bupat ini, vang dimaksud dengan :
g=h Xzbupaten Padang Lawas Utara;
Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
r= Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
vang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Padang

adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;

@8 Bupati Padang Lawas Utara;

= Kcadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
gan ditinggalkan pengemudinva;

h seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap den
vang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada
an tanah dan / atau air, serta ditas permukaan air, kecual: jalan
Kabel:

&:momr adalah seuap Kendaraan vang digerakkan oleh peralatan
merupa mesm selain kendaraan vang berjaian diatas rel;




i ( 2L Daeran yvang seian
B = - Pengelnlaan Kekayaan dan Aset Daerah:

' aCaan tempat vang secara khusus disediakan, dimiliki

& Pe—eriniah Daerah vang meliputi pelataran, lingkungan
E < iTg par ermasuk vang
YW

ribusinya dilakukan secara kumulatifl
apxan dan berlaku

— intuk pelayanan parkir

it parkir kendaraan yang
dax permanen karena adanya suatu

nalan mempergunakan [(asilitas

Retribusi, adalah pungutan dacrah
.28a alau pemberian izin tertentu yang khusus
L T «2 "alan:

Jasa yang disediakan atau diberikan

uan kepentingan atau kemanfaatan umum

"zng pribail atau badan;

i n Umum dan Retribusi Tempat Khusus
as pelayanan parkir ditepi jalan umum da;

-2 ciderikan oleh Pemerintah Dacrah Kepada

ribadi atau badan yang menurut peraturan
ga=. ce=inbusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Je_Tg.lan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II

U
L}

marka jalan.

~.R DI TEPI JALAN UMUM

*TLo.z.an omum adaleh tempat pemberhentian kendaraan
“7g Cilentusan atau ditetapkan Bupati dan harus

RO l2iu hntas /

)
;
i

< menentukan tempat-tempat Parkir baik
< o oI 3

s64.) 2 . s 1! Irgr

. i .. I 2 UM

memperbalikan  ketentu

f)(‘fli.mugunnn. rralipun
1n

peraturan perundang-
smum melipats :

.

nubupaten Padang Lawas Utara an:il;
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Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional vang merupakan pusat
pendidikan dan kegiatan masyarakat

Pasal 3

3201 Parkdr di Tepi Jalan umum penyediaan pelayanan |
wmum yang ditentukan oleh Pemeriniah Daerah scsual
Perundang-Undangan
~~~~ Peor =irs 1 N

. » Yerparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 j ditctapkan
Heputusan Bupati.

Parky d:

dengan

Pasal 4

yasan Parir di epi Jalan Umum adalah crang pribadi atau Budun
akan empat Pardr di tepi Jalac Umum

Pasal 5
Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

8 2yt 15} Perda Nomor 12 Tahun 201¢ tcgmanglé:busi
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- Jenis Kerdaca  —




sas Bermotor Roda 'i—iﬁga (’3) ]— 2 7 Fé]). 1000

n Bermotor Roda Empat | Rp. 2000
dermoltor Jenis Mobil | Rp. 3000
Bis dan Truk Ukuran
- , -ézn”.] |
Pean Bermotor Jenis Mobil | Rp.4000

geran Besar atau truk atau |
B Sangki 10 roda ke atas |

BAB 111
PARKIR BERLANGGANAN
KETENTUAN UMUM

Pasal 6
parkir dan pungutan Retribusi Parkir di wilayah Kabupaten dapat
ara berlangganan.

BAB |V ¢~
LOKASI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 7

erlangganan berlaku di semua tempat parkir yang dikelola

nabupaten

BUMD/ BUMN dan Keramaian Tertenti

BAB V
CARA PEROLEHAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 8

BEUINC Farkir ncnaGarday

Reda 4 (Empat)
¢ Parkir Kendaraan x 2000
I Bulan
Roda 6 (Enamj
ne Parkir Kendaraan x U0
Roda 6 (Enam) Ke.tus
g Parkur Kendoraon w <0

1 Bulan










dapat disctorkan melalui Bendaharn
aten atau ke rekening  kas Daerah

ama dengan penerimasn
(1) dilengkapi dengun
vang berlaku.

Penerimaan Retribusi Parkir Khusus
Penerimaan Dinas Perhubungan Kabup
| Pemerintah Kabupaten 1 x 24 Jam pada hari yangs
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat
penyctoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

BAB X
JURU PARKIR

Pasal 20
wsyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah pria dan wanita yang :
Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau

sederajat;
Berusia paling rendah 18 (delapan belas ) tahun dan paling tinggi 50 (lima

puluh tahun pada bulan Juli 2019;
Berbadan sehat dan Berkelakuan Baik;

' Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah Kabupaten.
Parkir wajib menyetorkan hasil kutipannya kepada Bendahara Pencrima

*s Perhubungan Kabupaten setiap hari kerja arau menyetorkan langsung Ke

Pemerintah Kabupaten.
adap Juru Parkir yang melanggar ketentuan dapat diberhentikan sewakiu-

tanpa kompensasai apapun.

BAB XI







